BAB Il

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dalam bab Il diatas
dapat disimpulkan kendala yang dihadapi oleh pihak Direktorat Reserse
Kriminal Khusus Polda DIY dalam koordinasi dan pengawasan terhadap
penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) mengenai tindak pidana cagar budaya
adalah Minimnya jumlah personil yang dimiliki, terbatasnya kualitas
penyidik Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dari segi sumber daya
manusianya dalam penanganan tindak pidana perusakan bangunan cagar
budaya dan keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki Kepolisian
Daerah Istimewa Yogyakarta. Serta kendala yang berasal dari segi

operasional dan dari segi pembinaan.

B. SARAN
1. Untuk Penyidik Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kurang berkala dan berkesinambungnya koordinasi dan
pengawasan antara penydik Polri dengan penyidik pegawai negeri sipil
(PPNS), utamanya dalam bidang pembinaan, dimana pelaksaannya
dilakukan sesuai kebutuhan, di satu sisi memang dapat dilihat sebagai

kebaikan. Tetapi perlu juga diperhatikan, bahwa akan lebih optimal
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apabila terdapat Kketeraturan pelaksanaan koordinasi di bidang

pembinaan.

Untuk penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di lingkungan Balai
Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kedepan hendaknya upaya preventif yang dilakukan jajaran
satuan Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta
dapat lebih ditingkatkan. Utamanya dalam mensosialisasikan pentingnya
melindungi dan melestarikan bangunan cagar budaya dan adanya
peraturan — peraturan cagar budaya yang mengandung sanksi pidana bagi
pelanggarnya.

Hal ini dimaksudkan selain untuk menurukan tingkat perusakan
bangunan cagar budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Juga dalam
upaya peningkatan kesadaran hukum dan mencerdaskan masyarakat
khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikenal sebagai kota
budaya di Indonesia. Dimana pada gilirannya masyarakat juga memiliki

pemahaman yang lebih baik terhadap eksistensi bangunan cagar budaya.
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